
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kecamatan Pasilambena Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan maksud sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih,
bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Hal ini selaras dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Disamping itu, melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kantor Kecamatan Pasilambena adalah merupakan salah satu struktur dan tata kerja yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Pasilambena (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 538);
 Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara teknis mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sehingga dalam pembuatan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kecamatan Pasilambena Tahun Anggaran 2025.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Pasilambena

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Pasilambena  yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan  dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor  Tahun 2016 tentang susunan organisasi, perincian tugas, fungsi, keudukan dan tata kerja kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah diatur melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor tahun 2016  tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar. 
Kondisi umum Kecamatan Pasilambena saat ini dapat disampaikan sebagai berikut : 
1.  Luas Wilayah		:  114,88 km2
Luas wilayah tersebut merupakan wilayah daratan yang terdiri dari beberapa pulau kecil dengan keadaan tanah pada pulau kalaotoa berupa tanah berbatu dan sebagian bercampur dengan batuan kapur.
2.  Jumlah Penduduk		:  7.700 Jiwa 
-  Laki-laki			:  3.728 Orang
-  Perempuan		:  3.972 Orang
Dengan laju pertumbuhan penduduk 1.27  jiwa per Km ². Etnis budaya di Kecamatan Pasilambena secara garis besar digolongkan ke dalam etnis Bugis, Makassar (sub etnis Selayar), etnis Bajo, dan etnis Buton di selayar yang  lebih dikenal sebagai sub etnis Bonerate.
[bookmark: page10]3.  Batas Wilayah Kecamatan Pasilambena :
-  Batas Utara		:  Peraiaran Teluk Bone
-  Batas Timur		:  Laut Flores
-  Batas Selatan		:  Laut Flores
-  Batas Barat		:  Kecamatan  Pasimarannu 

4.  Secara administratif wilayah Kecamatan Pasilambena meliputi 6 (Enam) Desa diantaranya 4 ( Empat ) Desa di daratan Ibu Kota Kecamatan dan 2 ( Dua ) Desa di Kepulauan : 
-	Desa Kalaotoa 		( Desa Daratan Pulau Kalaotoa )
-	Desa Lembang Matene 	(Desa Daratan Pulau Kalaotoa )
-	Desa Garaupa		(Desa Daratan Pulau Kalaotoa )
-	Desa Garaupa Raya 	(Desa Daratan Pulau Kalaotoa )
-	Desa Pulo Madu		( Desa Pulau Pulo Madu )
-	Desa Karumpa		( Desa Pulau Karumpa )




















Letak Daerah
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Koordinat    :  
7º22’4,49” LU -   121º47’35,02”BT
 7,36667ºLS – 121,78333ºBT

Luas	     :  114.88 km² (39.76 mil²)
Zona Waktu	: Waktu Indonesia Bagian Tengah / WITA (UTC+8)        
Kecamatan Pasilambena terletak di posisi tenggara Kabupaten Kepulauan Selayar ( Pulau Selayar merupakan pulau utama) yang merupakan wilayah kepulauan, dimana akses menuju Kecamatan Pasilambena ditempuh melalui laut dengan menggunakan Kapal Sabuk Nusantara 85, pery, dan kapal motor perahu. Dari Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Selayar dapat ditempuh antara 18 – 48 jam tergantung moda angkutan dan cuacu musim muson barat atau timur.



[bookmark: page12]Wilayah Kepulauan.

Daerah pulau yang terdiri dari : 
1.	Pulau Kalahu dengan 4 desa di dalamnya, yaitu : Desa Kalaotoa,  Desa Lembang Matene, Desa Garaupa, dan Desa Garaupa Raya.
2.	Pulau Madu terdapat 1 desa, yaitu : Desa Pulo Madu.
3.	Pulau Karumpa terdapat 1 desa, yaitu: Desa Kapumpa
4.	Pulau Karumpa Kecil
5.	Pulau Kaju Pangnga’ Besar
6.	Pulau Kaju Pangnga’ Kecil
7.	Pulau Kabauna
8.	Pulau Kakabia
9.	Wilayah kawasan Taka Lambena ( jajaran terumbu karang ) yang membentang dari Pulau Karumpa Kecil hingga ke kawasan Pulau Bunging Bekke’ di Kecamatan Taka Bonerate.

[bookmark: page13]Kondisi georafis ini sangat potensial dikembangkan untuk industri perikanan, baik perikanan rakyat secara budidaya atau penangkapan maupun industry perikanan yang dikelola dalam skala besar.
[bookmark: page14]Sumber air

1. Mata air.
Kebutuhan air di Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar disuplai dari Sumber air yang berasal dari sumber :
· Buhung Bakkara dengan debit kira-kira 5 liter/detik.
· Te’e Longsa dengan debir kira-kita 7 liter/detik
· Buhung Tallu dengan debit kira-kira 3 liter/detik
· Kawawu dengan debit kira-kira 3 liter/detik
· Garaupa dengan debit kira-kira 4 liter/detik
· Garupa Raya dengan debit kira-kira 5 liter/detik
Sumber mata air ini dikelola secara swakelola oleh masyarakat masing-masing di dekat sumber mata air tersebut.

2. Sumur
Sumur yang ada di wilayah Kecamatan Pasilambena hampir tersebar di setiap desa dengan kedalaman 2 - 5 m dengan warna air pada umumnya jernih. Khusus untuk Desa Karumpa di Pulau Karumpa, tidak terdapat mata air dan sumurpun tidak bias digunakan optimal karena kandungan airnya yang payau.

3. PemanfaatanLahan.
Lahan di wilayah Kecamatan Pasilambena di dominasi oleh perkebunan kelapa dan jambu mente yang dominan. Juga terdapat coklat, pala dan beberapa tanaman lain namun dalam jumlah yang sangat terbatas.
[bookmark: page15]a. Perkebunan Kepala
Perkebunan kelapa dikelola secara turun temurun oleh masyarakat Kecamatan Pasilambena. Perkebunan kelapa ini merupakan primadona yang menjadi penghasilan utama. Kualitas olahan berupa kopra kualitasnya sangat baik. Hal ini terbukti dari tingginya perbedaan harga dibanding dengan harga kopra dari sentra produksi di tempat lain di daratan pulau Selayar
b. Perkebunan Jambu Mente
Jenis tanaman perkebunan  lainnya adalah jambu mente. Komoditi ini belakangan mulai diminati dan seiring dengan bertmbah baiknya harga, maka petani di wilayah Pasilambena giat mengembangan perkebunan jambu mente ini.

4. Batuan dan Tanah
1. Batuan
Jenis batuan yang ada adalah batuan sedimen yang berasal dari sedimen kwarter berupa napal, batu kapur, kerikil dan sebagainya. Batuan pasir dan batu kapur dapat digunakan untuk bahan bangunan, misalnya pembuatan jalan, bendungan, jembatan, rumah dan lain-lain.

2. Tanah
Jenis tanah di Wilayah Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikelompokan Mediteran;
Bahan induknya terbentuk oleh batu kapur keras, batuan sedimen dan tuf volkan basa. Topografinya berombak hingga berbukit. Tekstur tanahnya lempung hingga liat. Konsistensi gembur hingga teguh. Struktur gumpal hingga gumpal bersudut. Kepekaan erosi besar Kandungan unsur hara tergantung dari bahan induk umumnya relatif tinggi kadarnya. Permeabilitas sedang. Kepekaan erosi besar hingga sedang.

5. Iklim
Kondisi iklim Kecamatan Pasilambena selama tahun 2017 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 27°C - 32°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 34°C dan suhu minimum 20,8°C . Rata kelembaban udara berkisar 74% - 82%. dengan kelembaban maksimum 97% dan minimum mencapai 37%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kecamatan Pasilambena mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan pada muson barat, dan musim kemarau pada muson timur. Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Desember, Januari, Pebruari, Maret, dan April. Sedangkan pada bulan Juni, Agustus, hingga Nopember curah hujan relatif rendah karena dalam musim kemarau


1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pasilambena
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN 
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Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Pasilambena
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Camat, Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi pada Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Selayar Kabupaten yang merupakan hasil penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. 
1.4. Jumalah Aparatur Sifil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkatdan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional.
a. Jumlah Pegawai Kecamatan Pasilambena
	No
	Jabatan
	PNS
	Non PNS
	Jumlah

	1
	Camat
	1
	-
	1

	2
	Sekretaris
	-
	-
	-

	3
	Kepala Seksi
	5
	-
	5

	4
	Kepala Sub Bagian
	2
	-
	2

	5
	Staf
	4
	6
	10

	JUMLAH
	12
	6
	18



b. Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal
	No
	Gol. Ruang
	Tingkat Pendidikan Formal  (orang)
	JML

	
	
	S2
	S1
	D3
	D2
	D1
	SLTA
	SLTP
	SD
	

	1
	IV/c
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	IV/b
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	IV/a
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	4
	III/d
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	5
	III/c
	-
	3
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	4

	6
	III/b
	--
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	7
	III/a
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	II/d
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	9
	II/c
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	II/b
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	11
	II/a
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Jumlah
	1
	5
	-
	1
	-
	3
	-
	-
	13







BAB II
CAPAIAN KINERJA KINERJA KECAMATAN DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
	Penjabaran Pelaksanaan Program yang dilaksanakan Kecamatan Pasilambena Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Pasilambena  Tahun 2025 
mengelolah 6 program yang didalamnya terdapat 13 kegiatan. 
Penjabaran program / kegiatan tersebut, sebagai berikut : 
[bookmark: _GoBack]
2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran ( output)
Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Pasilambena (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 538);. tugas pokok Kecamatan Pasilambena yaitu koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan kewilayahan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Kecamatan Pasilambena, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :
a. Unsur pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah), pelaporan data dan kondisi kependudukan, pelayanan dan hal-hal yang sesuai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan wilayah kecamatan.
b. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal pelaporan dan pemberian informasi kepada instansi/unit kerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
c. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.
d. Desa di wilayah Kecamatan Pasilambena
e. Seluruh masyarakat Kecamatan Pasilambena dalam hal pelayanan, perizinan dan non perizinan
f. 
2.2. Capaian Kinerja  Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil  (Outcome)
	Penetapan Indikator Kinerja pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran Kinerja, Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (Input), keluaran (output) dan hasil (outcomes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan Komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, Target
	kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah Kinerja kemudian dianalisis untuk diketahui ketidak berhasilan. Jika ditemukan , maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan Kinerja yang akan datang. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan review terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

	




c. Indikator Kinerja Kunci Kecamaytan Pasilambena
	No.
	Indikator
	Satuan
	2023
	2025
	Keterangan*

	
	
	
	Target
	Realisasi
	Target
	Realisasi
	

	1
	Peningkatan Pelayanan  di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan
	Menit
	20 menit
	20
	15 menit
	15
	Memenuhi target yang telah ditetapkan

	2
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)
	%
	100
	100%
	100
	100%
	Masyarakat dilibatkan dan berpartisipasi aktif dlm tahapan perencanaan pembangunan

	3
	Penurunan kasus Kriminalitas  di tingkat kecamatan (%)
	%
	1
	100%
	1
	100%
	Tidak terjadi penurunan bermakna dari tahun sebelumnya

	4
	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)
	%
	0
	0%
	0
	0%
	Tidak ada kejadian konflik sosial & keagamaan

	5
	program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)
	%
	55
	50%
	60
	55%
	Ada peningkatan pencapaian dari tahun sebelumnya



2.3. Capaian Kinerja Kecamatan Pasilambena
	1.1
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi      Kinerja Perangkat Daerah
	33.022.100,-
	33.022.100,-
	100%

	
	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	6.784.700,-
	6.784.700,-
	100%

	
	-
	Koordinasi dan Penyususnan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	6.181.700
	6.181.700
	100%

	
	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	4.629.700,-
	4.629.700,-
	100%

	
	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	4.603.700
	4.603.700
	100%

	
	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
	10.822.300


	10.822.300

	100%




	1.2.
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.456.902.600
	1.456.902.600
	           88,12%

	
	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan
	1.452.893.000
	1.279.834.952,-
	88,09% 

	
	-
	Koordinasi dan Penyususnan Laporan Keuanagan Akhir Tahun
	4.009.600
	4.009.600
	100% 

	
	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuanagn Bulanan/Triwulan/Semesteran
	0
	0
	0 %








	1.3
	Administrasi Umum Perangkat Daerah 
	1.75.482.300,-
	      175.335.698,-
	         95%

	
	-
	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	1.936.000,-
	   1.936.000,-
	100%

	
	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	27.980.000,-
	26.654.000,-
	92,83%%

	
	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	21.844.300,-
	21.844.300,-
	100%

	
	  -
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	2.572.000,-
	2.380.389,-
	92,55%

	
	-
	Fasilitas Kunjungan Tamu
	46.050.000,-

	46.050.000
	100%

	
	 -
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	103.125.000-
	103.125.000-
	          100%




	1.4
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.980.000
	7.980.000
	         100%

	
	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	7.980.000,-
	7.980.000,-
	100% 



	1.5
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
	     48.037.200,-
	  47.257.350,-
	      66,53%

	
	-
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	11.220.000,-
	7.349.925,-
	65,51% 

	
	-
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
	       55.957.200,-
	     55.957.200,-
	100% 



	1.6
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	41.212.000,-
	41.212.000,-
	         100%

	
	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	63.412.000,-
	63.412.000,-
	100% 









2. 	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
.
	2.1
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	0,-
	0,-
	0%

	
	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan yang dilimpahkan
	0,-
	0,-
	0%



1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

	3.1 
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 
	25.000.000,-
	25.000.000,-
	100%

	
	-
	Sinkronisasi Progran Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
	25.000.000-,
	25.000.000,-
	100%




	3.2 
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 
	7.839.900,-
	7.839.900,-
	100%

	
	-
	Peningkatan Psrtisipasi Masyarakat dakam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
	7.839.900,-
	7.839.900,-
	100%



2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
	4.1 
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraaan Ketentraman da Ketertiban Umum
	800.100,-
	800.100,-
	100%

	
	-
	Harmonisasi Hubungan dengan Agama dan Tokoh Masyarakat
	800.100,-
	800.100-
	100%



3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	5.1 
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  
	41.109.800,-
	41.109.800,-
	100%

	
	-
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahana Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia  
	41.109.800,-
	41.109.800,-
	100%



4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  

	6.1
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa  
	6.682.200,-
	6.682.200,-
	        100%

	
	-
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemetintahan Desa
	549.700,-
	549.700,-
	100%

	
	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  
	0,-
	0,-
	0%

	
	-
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Paartisipatif
	        4.987.500

	        4.987.500
	100%

	
	  -
	Koordinasi Pendamping Desa di Wilayahnya 
	394.700,-
	394.700,-
	100%

	
	-
	Koordinasi  Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan   
	            750.300

	750.300,-
	100%



Optimalisasi penggunaan anggaran pada program ini dimaksudkan untuk membantu mewujudkan fasilitas penunjang petugas/staf yang berorientasi pada pelayanan publik yang baik.
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SASARAN YANG DIKERJAKAN KECAMATAN PASILAMBENA TAHUN ANGGARAN 2024

Sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Pasilambena dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2024-2029 sebagai berikut:
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan umum.
3. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan sosial daerah.
4. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
5. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat.

	No
	Indikator
	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
	Target Capaian dan Realisasi Setiap Tahun
	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	
	
	
	Tahun 1
Taget
	Realisasi
	Tahun 2
Target
	Realisasi
	Tahun 3
Target
	Realisasi
	Tahun 4
Target
	Realisasi
	Tahun 5
Target
	Realisasi
	

	1
	2
	3
	4
	
	5
	
	6
	
	7
	
	8
	
	9

	1
	Angka Kemiskinan / Jumlah KK
	
	
	
	
	
	30%
	
	25%
	
	15%
	
	

	2
	Angka Pengangguran / Tenaga Kerja
	
	
	
	
	
	40%
	
	35%
	
	30%
	
	

	3
	Persentase Balita Gizi Buruk
	
	
	
	
	
	15%
	
	5%
	
	0%
	
	

	4
	Rata2 Jumlah Kelompok Binaan PKK
	
	
	
	
	
	12
	
	15
	15
	18
	
	

	5
	Jumlah Klub Olah Raga
	
	
	
	
	
	12
	
	15
	12
	18
	
	

	6
	Kepemilikan KTP
	
	
	
	
	
	75%
	
	85%
	90%
	100%
	
	

	7
	Ratio Pasangan Berakte Nikah
	
	
	
	
	
	75%
	
	85%
	85%
	100%
	
	

	8
	Kepemilikan Akte Kelahiran / 100 Penduduk
	
	
	
	
	
	75%
	
	85%
	90%
	100%
	
	

	9
	Cakupan Peserta KB Aktif / KK
	
	
	
	
	
	30%
	
	45%
	60%
	65%
	
	

	10
	Ratio Absektor KB Baru / KK
	
	
	
	
	
	30%
	
	45%
	60%
	65%
	
	

	11
	Jumlah Grup Kesenian
	
	
	
	
	
	12
	
	15
	15
	18
	
	

	12
	Penyelenggaran Festival Seni Dan Budaya
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	2
	
	

	13
	Jumlah Organisasi Pemuda
	
	
	
	
	
	12
	
	15
	6
	18
	
	

	14
	Persentase Penanganan Gangguan K3 Masyarakat
	
	
	
	
	
	100%
	
	100%
	100%
	100%
	
	

	15
	Jumlah Poskamling Perjumlah Desa/Kelurahan
	
	
	
	
	
	6 / 6 Desa
	
	12 /6 Desa
	6/6 Desa
	18 / 6 Desa
	
	

	16
	Angka Kriminalitas
	
	
	
	
	
	5 %
	
	3 %
	
	1 %
	
	

	17
	Pembinaan Dan Fasilitasi Pemantauan Ormas Dan LSM
	
	
	
	
	
	100%
	
	100%
	100%
	100%
	
	

	18
	Penegakan Perda
	
	
	
	
	
	100%
	
	100%
	
	100%
	
	

	19
	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Perikanan
	
	
	
	
	
	30%
	
	45%
	50%
	50%
	
	

	20
	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan
	
	
	
	
	
	30%
	
	45%
	50%
	50%
	
	

	21
	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Pendidikan
	
	
	
	
	
	50%
	
	60%
	100%
	70%
	
	

	22
	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Pariwisata
	
	
	
	
	
	30%
	
	45%
	
	50%
	
	

	23
	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Pekerjaan Umum
	
	
	
	
	
	50%
	
	65%
	100%
	80%
	
	














BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN
3.1. Dasar Hukum
1. Undang–Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
7. Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029; 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3); 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
20. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Pasilambena (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 538);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 138);
3.2. Gambaran Umum Trugas Pembantu dan Penugasan
	Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana diatur dalam  UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 11, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana meliputi:
1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi Dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan Dan Olah Raga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.
1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
2. Program Dan Kegiatan

3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
a. Realisasi Fisik dan Keuangan, SDM
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Pasilambena dapat di laporkan seperti dalam tabel berikut, namun secara garis besar semua kegiatan berjalan lancar dan mempunyai capaian kinerja rata-rata 94.75 % atau turun sebesar 4.17 % dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar 98.92 %, terdapat beberapa kegiatan yang mempunyai capaian persentase 100 %, hal tersebut dikarenakan optimalisasi anggaran dan maksimalisasi program dan kegaitan.
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

	No
	TINGKAT PENDIDIKAN
	JUMLAH
	PROSENTASE

	
	
	PNS
	CPNS
	PNS
	CPNS

	1
	S2
	1
	0
	7.14 %
	0

	2
	S1
	9
	0
	64.29 %
	0

	3
	D3
	1
	0
	7.14 %
	0

	4
	SLTA
	3
	0
	21.43 %
	0

	5
	STP
	0
	0
	 0
	0

	6
	SD
	0
	0
	0
	0

	
	14
	0
	100 %
	0





	No
	Gol. Ruang
	Tingkat Pendidikan Formal  (orang)
	JML

	
	
	S2
	S1
	D3
	D2
	D1
	SLTA
	SLTP
	SD
	

	1
	IV/c
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	IV/b
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	IV/a
	1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	4
	III/d
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	5
	III/c
	-
	3
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	4

	6
	III/b
	--
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	7
	III/a
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	8
	II/d
	-
	-
	-
	
	-
	1
	-
	-
	1

	9
	II/c
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	II/b
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	11
	II/a
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	Jumlah
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13



5. Kondisi Saran dan Prasarana yang Digunakan.

	No.
	Jenis Barang /
Nama Barang
	Merk/
Type
	tahun pembeli an
	Asal usul
	Keterangan

	
	
	
	
	
	Kondisi
	Fisik

	1
	Mesin Proses Apung Lain-lain
	yanmar
	2014
	Pembelian
	RUSAK BERAT
	Mesin Kapal 3 Unit..

	2
	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain
	Toyota / Rush S MT F 700
	2007
	Pembelian
	 
	Sekretariat Daerah

	3
	Sepeda Motor
	Yamaha / Vixision
	2013
	Pembelian
	 
	 

	4
	Sepeda Motor
	yamaha / Mio
	2013
	Pembelian
	 
	 

	5
	Sepeda Motor
	Zusuki / Thunder 125 N
	2007
	Pembelian
	RUSAK RINGAN
	FISIK ADA

	6
	Sepeda Motor
	zusuki F1 / SHOGUN 125
	2007
	Pembelian
	 
	 

	7
	Sepeda Motor
	YAMAHA / MIO M3 125 CC
	2015
	Pembelian
	 
	 

	8
	Sepeda Motor
	Yamaha / Yamaha New Mio M3 125
	2016
	Pembelian
	 
	 

	9
	Sepeda Motor
	Yamaha /  Mio Soul GT AKS SSS
	2018
	Pembelian
	 
	 

	10
	Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain
	KAISAR KAISAR / KAISAR TRISEDA
	2015
	Pembelian
	RUSAK RINGAN
	ALAT ANGKUT RODA 3

	11
	Kapal Motor
	kapal Kayu / Kapal motor
	2014
	Pembelian
	RUSAK BERAT
	Kapal motor angkutan Mahkota Pasilambena

	12
	Filling Besi/Metal
	Brother / -
	2007
	Pembelian
	 
	 

	13
	Lemari Makan
	-
	2008
	Pembelian
	 
	 

	14
	Lemari Kayu
	- / -
	2004
	Pembelian
	 
	 

	15
	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)
	-
	2009
	Pembelian
	RUSAK BERAT
	FISIK ADA

	16
	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)
	GOLD POSTUREMATIC
	2018
	Pembelian
	 
	 

	17
	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)
	PILLO AMERICAN
	2018
	Pembelian
	 
	 

	18
	Tempat Tidur Kayu (lengkap)
	-
	2008
	Pembelian
	 
	 

	19
	Meja Rapat
	-
	2009
	Pembelian
	 
	 

	20
	Meja Rapat
	-
	2018
	Pembelian
	 
	 

	21
	Meja Rapat
	-
	2018
	Pembelian
	 
	 

	22
	Meja Makan
	-
	2008
	Pembelian
	 
	 

	23
	Meja Makan
	-
	2018
	Pembelian
	 
	Meja Makan dan Kursi Makan

	24
	Kursi Rapat
	Futura
	2014
	Pembelian
	 
	Kursi Rapat  (1 Paket. ) 30 Buah.

	25
	Kursi Rapat
	-
	2018
	Pembelian
	 
	 

	26
	Kursi Rapat
	-
	2018
	Pembelian
	 
	 

	27
	Kursi Tamu
	-
	2008
	Pembelian
	RUSAK BERAT
	FISIK TIDAK ADA

	28
	Kursi Tamu
	-
	2018
	Pembelian
	 
	 

	29
	Kursi Biasa
	-
	2008
	Pembelian
	RUSAK BERAT
	FISIK TIDAK ADA

	30
	Tenda
	Tenda Terowongan
	2017
	Pembelian
	 
	Tenda Terowongan

	40
	Sofa
	-
	2018
	Pembelian
	 
	 

	31
	Lemari Pakaian
	-
	2008
	Pembelian
	 
	 

	32
	MOUBILER LAINNYA
	- / -
	2004
	Pembelian
	 
	 

	33
	Alat Pendingin Lain-lain
	Sharp
	2011
	Pembelian
	 
	Kulkas Serbaguna..

	34
	Alat Pendingin Lain-lain
	-
	2011
	Pembelian
	 
	Kulkas Satu Pintu

	54
	Televisi
	Panasonik
	2008
	Pembelian
	 
	 

	35
	Sound System
	BMB Audio Sistem / CS 450 V
	2014
	Pembelian
	 
	Sound Syistim untuk aula

	36
	Lap Top
	Sony
	2013
	Pembelian
	RUSAK RINGAN
	FISIK ADA

	37
	Lap Top
	Accer
	2014
	Pembelian
	 
	 

	38
	Lap Top
	ACCER / LAKTOP ACCER
	2015
	Pembelian
	 
	 

	39
	Lap Top
	LENOVO ULTRABOOK YOGA 13
	2015
	Pembelian
	 
	 

	40
	Lap Top
	ACCER
	2016
	Pembelian
	 
	LAPTOP

	41
	Lap Top
	Lenovo V330-6WID
	2018
	Pembelian
	 
	 

	42
	Lap Top
	Lenovo IP320
	2018
	Pembelian
	 
	 

	43
	Lap Top
	Ip330 Lenovo / Ip330 Lenovo
	2019
	Pembelian
	 
	CAMAT PASILAMBENA

	44
	Lap Top
	Ip320 Lenovo / Ip320 Lenovo
	2019
	Pembelian
	 
	SEKCAM

	72
	Printer
	Canon IP 2770 / IP 2770
	2014
	Pembelian
	 
	Printer Canon

	73
	Printer
	CANON MP 280 / MP 280
	2015
	Pembelian
	 
	PRINTER

	74
	Printer
	CANON / MP 280
	2015
	Pembelian
	 
	PRINTER

	45
	Printer
	CANON / IP 2770
	2015
	Pembelian
	 
	PRINTER

	46
	Printer
	Hp Deksjet / -
	2007
	Pembelian
	RUSAK BERAT
	FISIK ADA

	47
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV
	-
	2009
	Pembelian
	 
	 

	48
	Meja Kerja Pejabat Lain-lain
	Futura
	2014
	Pembelian
	 
	 

	49
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III
	Futura / Sandaran Tinggi
	2014
	Pembelian
	 
	 

	50
	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis
	Brother / -
	2007
	Pembelian
	 
	 

	51
	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis
	Brother
	2014
	Pembelian
	 
	Lemari Arsip 1 Buah



	52
	Proyektor + Attachment
	Sony / VPL DX102HDMI
	2015
	Pembelian
	 
	1. LCD DAN LAYAR SONY

LCD DAN LAYAR ( PROYEKTOR )

	53
	Microphone/Wireless Mic
	-
	2009
	Pembelian
	RUSAK BERAT
	FISIK ADA

	54
	Microphone/Wireless Mic
	VISHIBA / PRO VT-U1009NEW
	2015
	Pembelian
	 
	 

	55
	Professional Sound System
	Yamaha
	2012
	Pembelian
	 
	Keyboard Elekton

	56
	Camera Electronic
	EOS 1500D / GS1-128
	2019
	Pembelian
	 
	CAMAT

	57
	Amplifier
	DA - 2000 Pro / ICKC 0920
	2014
	Pembelian
	 
	 

	93
	Sound System
	-
	2009
	Pembelian
	 
	 

	58
	Handy Talky
	Morgen / MGH.8
	2017
	Pembelian
	 
	 

	59 
	Kursi 
	Futura 
	2024
	Pembelian 
	
	Masih ada 


	60  
	Meja Pejabat 
	Kayu
	2024
	Pembelian 
	
	Masih Ada 

	61
	Laptop 3
	Lenovo
	2025
	Pembelian
	
	Masih ada

	62
	Printer 3
	Epson
	2025
	Pembelian
	
	Masih ada



6. Permasalah dan Solusi
Permasalahan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pasilambena dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti pada umumnya masalah pemerintahan adalah tata kelola manajemen pemerintahan maupun administratif. Begitu pula permasalahan yang bersifat permasalahan internal dan permasalahan eksternal. Jika permasalahan pemerintahan itu berasal dari dalam organisasi sudah pasti hal tersebut adalah dampak dari kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia pada pegawai sehingga mengakibatkan kinerja menjadi lemah dan outputnya tidak maksimal. Demikian pula dengan permasalahan yang relative minimnya biaya operasional pelaksanaan kegiatan walaupun hal ini tidak dapat serta merta dijadikan pokok permasalahan.
Tetapi jika maslalah itu timbul dari luar organisasi, maka hal itu dapat dikatakan sebagai kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata kelola dan prosdural dalam pemerintahan atau bisa jadi karena kurangnya sosialisasi yang baik dan berkelanjutan tentang tata kelola dan prosdural dalam pemerintahan, yang berdampak pada kurangnya langsung atau tidak langsung kepada peran serta masyarakat dalam hal pembangunan.
Solusi  
Sebagai solusi yang coba dan telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Pasilambena dalam meningkatkan pelayanan menuju terwujudnya pelayanan prima adalah sebagai berikut :
1. Untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya pada sebuah organisasi pemerintahan, maka diperlukan formasi atau komposisi pegawai (Pegawai Organik) perporsional yang akan menunjang percepatan pembangunan kualitas organisasi serta penempatan posisi pegawai sesuai dengan bidang keahliannya atau disiplin ilmu yang dimilikinya.
2. Pelaksanaan sosialisasi baik formal maupun non formal untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai tatalaksana pelayanan Pemerintahan  yang beretika yang juga merupakan kiat untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah.
3. Pengoptimalisasian peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
Keseimbangan anggaran biaya operasional untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan baik yang bersifat koordinasi dan fasilitasi juga pelaksanaan pembangunan fisik di kecamatan
7. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
a. Modernisasi dan pemutahiran data PBB dalam skala desa dan kecamatan
b. Penataan ulang penanganan IMB;
· Sosialisasi IMB
· Pejabat PPAT
c. Pemutahiran jumlah penduduk; waktu dan metode pelaporan
d. Opmatilisasi pengembangan sumber daya; 
· Kelautan
· Perkebunan/Pertanian/Peternakan
· Pariwisata





BAB IV
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah
	Kerjasama antar daerah yang dibangun Kecamatan Pasilambena bersifat lokal saja, yaitu kerjasama antar wilayah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini didasari pada kewenangan yang dimiliki.
	Salah satu contoh yang bersentuhan dengan wilayah Kecamatan Pasilambena adalah adanya permasalahan batas wilayah dengan kabupaten Buton Selatan, dimana kewenangan penyelesaian sengketa tersebut ada pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Kecamatan Pasilambena hanya diberikan kewenangan pengawasan wilayah saja.
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
	Pada prinsipnya sama dengan hal yang dipaparkan di bagian diatas, bahwa kewenangan berada pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Jika ada terjalin kerja sama, maka keterlibatan Kecamatan Pasilambena hanya pada fungsi koordinasi dan pengawasan terbatas saja.
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah
	Hal ini juga berlaku pada kondisi ini. Misalnya pada pengembangan pembangunan pada sector Keluarga Berencana dimana staf/penyuluh yang ada adalah merupakan pegawai vertical. Korrdinasi intensif dilakukan untuk membantu penyelenggaran pelayanan dan pembangunan  sector ini.
D. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana.
	Menjadi salah satu tugas utama dadi Kecamatan Pasilambena adalah pengelolaan potensi bencana dan penanggulangannya. Koordinasi dengan pada kepala desa yang ada dalam wilayah kecamatan secara intensif dilakukan baik secara formal maupun koordinasi nonformal. Koordinasi nonformal yang dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Salah satu yang ril dilakukan adalah pengaktifan kembali orgasnisasi Karang Taruna yang salah satu fungsi yang diarahkan adalah pendataan dan pengelolaan potensi bencana, cara penanganan kedarutannya, pelaporan kejadiannya, hingga penanganan berupa bantuan yang diberikan dari pihak-pihak yang berkompoten.
E. Pengelolaan Kawasan Khusus
	Belum ada penetapan wilayah khusus di Kecamatan Pasiambena.
F. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Realisasi dari penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah terselenggaranya PILBUP yang berjalan lancer dan tidak ada potensi atau kejadian yang mengganggu ketentraman dan ketertiban. Hal ini berkat koordinasi yang terjalin baik antara semua pihak, mulai dari penyelenggara hingga pihak aparat keamanan dan khususnya masyarakat yang mulai desawa dalam keterlibatannya dalam berpolitik.
	Hal-hal lain yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum secara intensif dilakukan koordinasi dengan pada kepala desa, aparat keamanan Polri dan TNI serta semua pihak dalam masyarakat. Masyarakat pada umumnya adalah obyek sekaligus subyek dari terjaganya keharmonisan ketentraman dan ketertiban umum. Hal inilah yang terus didorong melalui endekatan humanis agar senantiasa terjaga dengan baik.










BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
	Ada beberapa permasalahan yang dihadapi secara umum yang dihadapi di Kecamatan Pasilambena, namun hal tersebut masih dapat diatasi dengan cara meng-optimalisasikan sumber daya dan memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia. Secara optimal melibatkan partisifasi masyarakat secara aktif dalam ikut membangun dan menjaga hasil pembangunan serta memanfaatkannya secara maksimal untuk sepenuhnya kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Hal ini yang menjadi semangat bersama, sehingga tugas pokok dan fungsi kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik.
B.	Saran
	Sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan strategis dalam upaya untuk mengoptimasilsasikan pembangunan, dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
1.	Penambahan pegawai organik untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan formasi pegawai Kecamatan Pasilambena.
2.	Rehab berat gedung kantor Kecamatan Pasilambena.
3. Pembangunan sarana umum untuk pelayanan masyarakat, seperti tempat parker, lapangan upacara / olah raga, dll
4.	Optimalisasi penambahan dana APBD Kecamatan Pasilambena untuk pelaksanaan kebijakan program prioritas dari Bupati Kepaulauan Selayar.
Latokdok, 31 Januari 2026
							Camat Pasilambena


							ANDI IRWAN, S.Pd, M.M.
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